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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Sengketa tanah telah menjadi masalah besar dan berkelanjutan di Indonesia, 

terutama ketika terjadi perselisihan antara pemerintah dan penduduk asli. Proyek- 

proyek pembangunan nasional pemerintah bertujuan untuk menciptakan kehidupan 

yang lebih baik dan adil bagi semua orang, tetapi seringkali mengabaikan atau bahkan 

melanggar hak-hak masyarakat adat yang telah hidup dan mengelola tanah mereka 

selama berabad-abad. Kasus sengketa tanah adat di Distrik Salawati dan Moi Sigin, 

Kabupaten Sorong, Papua Barat, merupakan contoh nyata. Pemerintah daerah 

mengambil alih tanah milik marga Sawat Samanas tanpa izin mereka melalui 

program transmigrasi, yang menyebabkan konflik dan perlawanan hukum dari 

masyarakat adat. 1 Perselisihan ini bermula pada tahun 1980-an ketika program 

transmigrasi diberlakukan di Papua Barat. Pemerintah daerah mengambil alih sekitar 

8.000 hektar tanah adat dan mengubahnya menjadi lahan transmigrasi bagi para 

pendatang dari Jawa. Banyak dari tanah yang dibagi dan diakui secara kooperatif ini 

bermanfaat dan penting bagi masyarakat adat karena alasan budaya dan ekologi. 

Pemerintah juga menghancurkan dan mengubah hutan sagu, yang merupakan sumber 

makanan utama bagi masyarakat adat Sawat Samanas, dan hutan suci yang mereka 

 

1 Direktorat Jenderal Agraria. (2020). "Kebijakan Pemerintah Terhadap Hak Ulayat 

Masyarakat Adat di Papua." Laporan Tahunan. https://urlis.net/ja6o77.id Akses Pada 30 oktober 2024 

pukul 16.24 WIB. 

https://urlis.net/ja6o77.id
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anggap sakral. Mereka melakukan ini tanpa izin dari pemilik tanah. Kegiatan- 

kegiatan ini tidak hanya merugikan masyarakat adat secara finansial, tetapi juga 

merusak nilai-nilai budaya dan sosial yang penting bagi mereka.2 

Namun, strategi ini juga berdampak langsung pada populasi transmigran yang 

menjadi bagian dari program. Para transmigran telah tinggal di properti tersebut, 

merawatnya, dan menjalani kehidupan di sana selama lebih dari empat puluh tahun. 

Akibat perselisihan ini, mereka kini tidak yakin dengan hukum yang berlaku. Di satu 

sisi, tanah yang telah lama mereka garap merupakan bagian dari hak ulayat 

masyarakat adat, yang dilindungi oleh konstitusi. Di sisi lain, mereka adalah korban 

dari strategi pemerintah yang tidak memperhitungkan dampak jangka panjang bagi 

semua orang.3 

Permasalahan ini bersifat hukum dan sosial. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 

menyatakan bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 

sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Di sisi lain, negara juga wajib 

melindungi masyarakat transmigrasi yang telah berkontribusi dalam program 

pembangunan nasional. Ketidakjelasan hukum ini menunjukkan bahwa kebijakan 

yang  seharusnya  mempertimbangkan  dampaknya  secara  menyeluruh  tidak 
 

2 Arnetta Riska Ratnasari dan Johan Erwin Isharyanto, “Penyelesaian Sengketa Tanah Untuk 

Transmigrasi (Studi Pada Putusan MA Nomor 1293/K/Pdt/2020)”, Jurnal Notary Law Research, Vol. 
05, No.01, 2021, hlm. 83. 

3 Lilik Mulyadi, (2017), Eksistensi, Dinamika, dan Perlindungan Hukum terhadap Hak atas 

Tanah Ulayat Masyarakat Adat di Indonesia, Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah 

Agung RI 2017, hlm. 293-294. 
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direncanakan dan dilaksanakan dengan baik. Kelalaian negara tidak hanya melanggar 

hak-hak masyarakat hukum adat, tetapi juga merugikan masyarakat transmigrasi yang 

telah lama bergantung pada tanah tersebut.4 

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 

menyatakan bahwa Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian 

kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, 

mengganti kerugian tersebut. Pasal ini menyatakan bahwa setiap orang yang 

melanggar hukum dan merugikan orang lain harus membayar ganti rugi atas kerugian 

yang ditimbulkannya. Ahli waris marga Sawat Samanas menggugat pemerintah atas 

tanah yang mereka miliki dan sewa yang telah dieksploitasi oleh pemerintah selama 

lebih dari 30 tahun. Besarnya tuntutan ganti rugi juga mempertimbangkan kerusakan 

lingkungan, seperti hilangnya tanaman produktif, hutan sagu, dan tanaman jangka 

panjang lainnya yang bernilai tinggi.5 

Putusan Pengadilan Negeri Sorong Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Son sebagian 

sependapat dengan kasus marga Sawat Samanas, dengan menyatakan bahwa mereka 

memiliki hak atas tanah adat yang dieksploitasi pemerintah untuk program 

transmigrasi. Pengadilan juga berpendapat bahwa upaya pemerintah dalam mengelola 

tanah adat tanpa izin pemiliknya merupakan tindakan melawan hukum. Pengadilan 

 

 

4 M.Syamsudin, “Beban Masyarakat Adat Menghadapi Hukum Negara”, Jurnal Hukum, Vol. 

15, No. 3, 2008, hlm. 345. 
5 Malau, M., dkk., “Perbuatan Melawan Hukum atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain 

Dihubungkan dengan Pasal 1365 KUHPerdata”, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 12, No. 2, 2023, hlm. 

299. 
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memerintahkan pemerintah untuk mengganti kerugian para penggugat atas 

penguasaan properti dan kerugian yang ditimbulkannya dalam putusan ini.6 

Keputusan ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Jayapura dalam Putusan 

Nomor 34/PDT/2019/PT JAP, yang menolak eksepsi pemerintah dan 

mempertahankan keputusan sebelumnya yang mengakui hak adat atas tanah tersebut. 

Selanjutnya, sengketa ini berlanjut hingga tingkat kasasi, di mana Mahkamah Agung 

dalam Putusan Kasasi Nomor 2142/K/Pdt/2024 juga mempertahankan keputusan 

pengadilan sebelumnya dan menyatakan bahwa pemerintah telah melakukan 

perbuatan melawan hukum yang merugikan hak-hak masyarakat adat. 

Dalam situasi ini, permasalahannya melampaui hukum perdata dan bahkan 

mencakup hukum adat. Bagi masyarakat adat, tanah atau hak adat lebih dari sekadar 

aset ekonomi; hak tersebut juga merupakan komponen identitas sosial dan spiritual 

mereka yang diwariskan secara turun-temurun. Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 

mengakui hak-hak adat ini. Pasal tersebut menyatakan bahwa negara mengakui dan 

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya, 

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Dalam hal 

ini, pengambilalihan harta milik seseorang tanpa izinnya melanggar aturan hukum 

 

 

 

 

 

 

6 Putusan Mahkamah Agung, Putusan Mahkamah Agung Kasasi No 2142/K/Pdt/2024, hlm. 4. 
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adat. Konstitusi mengakui aturan-aturan ini, dan pemerintah pun seharusnya 

melakukan hal yang sama dalam mengambil keputusan..7 

Kasus ini mengkaji pentingnya menyelaraskan hukum perdata dan hukum 

adat dalam penyelesaian sengketa tanah di Indonesia. Di sisi lain, tindakan 

pemerintah yang mengambil alih tanah tanpa izin merupakan tindakan ilegal menurut 

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di sisi lain, hukum adat, yang mengatur hak- 

hak adat, seharusnya menjadi sumber utama untuk memahami kepemilikan dan hak- 

hak masyarakat adat. Setiap tingkat pengadilan harus menemukan cara untuk 

menegakkan hukum positif dengan tetap menghormati hukum adat. 

Selain itu, penelitian ini juga mengangkat isu hukum mengenai benturan 

kepentingan antara perlindungan hak-hak masyarakat transmigran dan masyarakat 

adat. Negara memiliki tanggung jawab ganda dalam memastikan hak ulayat 

masyarakat adat tetap terlindungi, sekaligus memberikan jaminan kepastian hukum 

bagi masyarakat transmigran yang telah bertahun-tahun mengelola dan bergantung 

pada lahan tersebut. 8 Ketidaktegasan dalam perumusan kebijakan serta lemahnya 

koordinasi antara hukum adat dan hukum positif menimbulkan ketidakpastian hukum 

yang berkepanjangan.9 Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi 

bagaimana konsep keadilan dapat diterapkan secara seimbang bagi kedua kelompok 

masyarakat yang memiliki hak atas tanah tersebut. Dengan demikian, penulis ingin 
 

7 Tanti Herawati, “Eksistensi Perlindungan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Bali Di Era 

Globalisasi”, Jurnal Binamulia Hukum, Vol. 12, No. 01, 2023, hlm. 112. 
8 Sovia, V.A., dan Imam, K., “Penyelesaian Sengketa Hak Atas Tanah Petuanan dalam Hal 

Penyediaan Tanah untuk Penyelenggaraan Program Transmigrasi”, Jurnal Hukum dan Kenotariatan, 
Vol. 6, No. 01, 2022, hlm. 258-265. 

9 Ibid, hlm. 266. 
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melakukan penelitian berjudul, “Penyelesaian Sengketa Perbuatan Melawan 

Hukum Terhadap Penguasaan Tanah Adat: Studi Putusan Kasasi Mahkamah 

Agung Nomor 2142/K/PDT/2024”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dijabarkan rumusan masalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum yang digunakan hakim dalam 

menerapkan unsur Perbuatan Melawan Hukum untuk memutus perkara 

sengketa tanah adat pada kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 

2142/K/Pdt/2024? 

2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban negara terhadap kelompok 

masyarakat adat dan kelompok masyarakat transmigrasi sebagai dampak 

dari diterimanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan Kasasi 

Mahkamah Agung Nomor 2142/K/Pdt/2024? 

3. Bagaimana konsep harmonisasi Hukum Nasional dengan Hukum Adat 

dalam Penyelesaian sengketa Pertanahan khususnya dalam mekanisme 

gugatan Perbuatan Melawan Hukum? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari uraian latar belakang dan rumusan masalah penulisan ini, 

maka tujuan dari penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 
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1. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hukum yang digunakan 

oleh hakim dalam menerapkan unsur Perbuatan Melawan Hukum pada 

Kasus Sengketa Tanah Adat pada kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung 

Nomor 2142/K/Pdt/2024. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban negara 

terhadap kelompok masyarakat adat dan masyarakat transmigrasi dalam 

dampak diterimanya gugatan Perbuatan Melawan Hukum pada Putusan 

Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2142/K/Pdt/2024. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis konsep harmonisasi Hukum Nasional 

dengan Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan melalui 

mekanisme gugatan Perbuatan Melawan Hukum. 

D. Manfaat Penelitian 

Dari rangkaian latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian maka 

akan diperoleh manfaat penelitian sebagai berikut: 

 

1. Manfaat Teoritis 

 

a. Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada 

pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam memperkaya literatur 

hukum perdata khususnya terkait sengketa tanah adat dan mekanisme 

perbuatan melawan hukum. 

b. Penulisan ini diharapkan dapat menambah materi untuk referensi di bidang 
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karya ilmiah serta menjadi masukan bagi peneliti yang akan melanjutkan 

penelitian sejenis dimasa yang akan datang. 

 

2. Manfaat Praktis 

 

a. Masyarakat Adat 

 

Bagi masyarakat, khususnya masyarakat adat, penelitian ini memberikan 

pemahaman tentang hak-hak hukum yang dimiliki oleh masyarakat adat 

atas tanah ulayat sehingga dapat menjadi sarana edukasi hukum untuk 

memberdayakan masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-haknya. 

b. Pemerintah 

 

Penelitian ini memberikan wawasan bagi pemerintah daerah, tentang cara 

menangani dan menyelesaikan sengketa tanah adat yang kompleks. Dalam 

konteks peraturan agraria dan hukum perdata, penelitian ini diharapkan 

dapat menjadi pedoman yang berguna bagi pemerintah dalam 

menyeimbangkan antara penegakan hukum positif dan penghormatan 

terhadap hak-hak masyarakat adat. Penelitian ini akan memberikan 

landasan bagi para pemangku kepentingan untuk merumuskan kebijakan 

yang lebih inklusif dan berkeadilan bagi masyarakat adat, khususnya 

dalam menyelesaikan konflik lahan yang melibatkan hak ulayat. 

c. Masyarakat Transmigran 

 

Bagi masyarakat transmigran, penelitian ini memberikan pemahaman 

mengenai status hukum tanah yang mereka tempati dan garap, serta 
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bagaimana posisi mereka dalam sistem hukum agraria di Indonesia. 

Dengan demikian, masyarakat transmigran dapat mengetahui hak dan 

kewajiban mereka terkait penggunaan tanah yang sebelumnya merupakan 

tanah ulayat. 

d. Hakim 

Hakim sebagai pemegang otoritas dalam penyelesaian sengketa tanah adat 

membutuhkan referensi hukum yang komprehensif dan mendalam dalam 

memutus perkara. Penelitian ini menyediakan analisis mengenai 

harmonisasi hukum adat dan hukum perdata dalam konteks pertanahan, 

sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam pembuatan putusan yang adil 

dan proporsional. 

e. Pengacara/Advokat 

 

Advokat yang menangani perkara pertanahan sering kali menghadapi 

tantangan dalam mengintegrasikan aspek hukum adat dan hukum nasional 

dalam strategi pembelaan hukum. Penelitian ini membantu advokat dalam 

memahami aspek yuridis yang relevan dalam sengketa tanah adat, 

termasuk penerapan prinsip perbuatan melawan hukum dalam hukum 

perdata. Dengan pemahaman yang lebih baik, advokat dapat menyusun 

argumentasi hukum yang lebih kuat dalam membela kepentingan klien 

mereka, baik dari pihak masyarakat adat maupun masyarakat transmigran. 
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E. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada analisis kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung 

Nomor 2142/K/Pdt/2024, yang berkaitan dengan sengketa tanah adat antara 

masyarakat adat dan program transmigrasi pemerintah. Dalam penelitian ini, kajian 

akan difokuskan pada keseimbangan antara perlindungan hak-hak masyarakat adat 

sebagai pemilik hak ulayat dan masyarakat transmigrasi yang telah lama menetap dan 

bergantung pada tanah yang menjadi objek sengketa. 

Pada bagian ini akan dijelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu yang menjadi 

pembeda dalam topik penelitian ini. Penelitian terdahulu yang relevan meliputi: 

1. Penelitian oleh Ratnasari, A.R., dan Isharyanto, J.E. (2021) yang berjudul 

Penyelesaian Sengketa Tanah untuk Transmigrasi (Studi pada Putusan 

MA Nomor 1293K/Pdt/2020), Jurnal Notary Law Research.10 Penelitian 

ini membahas sengketa tanah akibat konflik antara masyarakat adat dan 

pemerintah terkait kebijakan transmigrasi, dengan fokus pada putusan 

pengadilan sebagai penyelesaian sengketa. Penelitian ini tidak secara 

khusus membahas konsep harmonisasi hukum adat dan hukum perdata. 

2. Penelitian oleh Malau, M., dkk. (2023) yang berjudul Perbuatan Melawan 

Hukum atas Penyerobotan Tanah Milik Orang Lain Dihubungkan dengan 

Pasal 1365 KUHPerdata, Jurnal Binamulia Hukum.11 Studi ini membahas 

aspek perbuatan melawan hukum dalam kasus penyerobotan tanah, tetapi 

 

10 Arnetta, Op Cit, hlm. 78. 
11 Malau, Op Cit, hlm. 306. 
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tidak menyoroti konteks tanah adat secara spesifik. 

 

3. Penelitian oleh Yusriyyah, R.T., dan Adlhiyati, Z. (2024) yang berjudul 

Perbuatan Melawan Hukum terhadap Sengketa Kepemilikan Hak atas 

Tanah Masyarakat Adat, Jurnal of Law and Society. 12 Artikel ini 

mengkaji isu perbuatan melawan hukum pada sengketa tanah masyarakat 

adat, tetapi tidak fokus pada dampak terhadap masyarakat transmigrasi. 

Pembeda utama penelitian ini adalah fokusnya pada harmonisasi hukum adat 

dan hukum perdata dalam konteks kasus Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 

2142/K/Pdt/2024, yang mencakup perlindungan hak masyarakat adat dan 

masyarakat transmigrasi sekaligus. Penelitian ini menggabungkan analisis perbuatan 

melawan hukum dan konsep harmonisasi hukum dalam penyelesaian sengketa tanah 

adat, sehingga memberikan pendekatan yang lebih komprehensif dari penelitian 

terdahulu. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah pendekatan fundamental yang digunakan untuk 

mendukung pengembangan ilmu dan teknologi. Pendekatan ini dirancang untuk 

mencapai tujuan utama penelitian, yaitu menemukan kebenaran melalui pengumpulan 

data yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan konsisten. Data yang telah 

terkumpul selanjutnya diproses dan dianalisis untuk menghasilkan keluaran atau 

 

12 Yusriyyah, R.T., dan Adlhiyati, Z., “Perbuatan Melawan Hukum terhadap Sengketa 
Kepemilikan Hak atas Tanah Masyarakat Adat”, Jurnal of Law and Society, Vol. 12, No. 1, 2024, hlm. 

20. 
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temuan yang valid dalam suatu penelitian.13 

 

 

1. Jenis Penelitian 

 

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis 

penelitian normatif, menurut Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto 

menjelaskan pengertian penelitian hukum normatif adalah “Penelitian 

hukum yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang 

dimaksud adalah mengenai asas asas, norma, kaidah, dari peraturan 

perundang undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin 

(ajaran).14 Kajian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum perdata 

dan hukum adat dapat diharmonisasikan dalam penyelesaian sengketa 

tanah adat. Dengan pendekatan ini, penelitian akan menganalisis prinsip- 

prinsip hukum yang mendasari hak ulayat dan kepemilikan tanah oleh 

masyarakat transmigran. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji implikasi 

dari putusan pengadilan, khususnya dalam kasus Putusan Kasasi 

Mahkamah Agung Nomor 2142/K/Pdt/2024, guna mengevaluasi sejauh 

mana hukum telah memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak 

yang terlibat. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi 

dalam ranah akademik tetapi juga memberikan rekomendasi konkret bagi 

para praktisi hukum dalam menangani sengketa tanah adat secara efektif. 

 

13 Peter Mahmud M, (2009), Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Kecana, hlm. 188. 
14 Muhaimin, (2020), Metode Penelitian Hukum, Mataram: Mataram University Press, hlm. 

46. 
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2. Pendekatan Penelitian 

 

Metode pendekatan yang diterapkan adalah pendekatan hukum 

normatif, yakni sebuah penelitian hukum (legal research) yang disesuaikan 

dengan karakteristik khas dari ilmu hukum (jurisprudence). Pendekatan ini 

juga diselaraskan dengan substansi dan isu hukum yang menjadi fokus 

dalam penelitian, sehingga metode yang digunakan dapat tepat sesuai 

dengan permasalahan yang diteliti.15 

Pendekatan dapat diartikan sebagai upaya menjalin hubungan 

dengan pihak lain atau sebagai metode untuk memperoleh pemahaman 

mengenai permasalahan penelitian. Pendekatan juga berfungsi sebagai alat 

untuk memahami serta mengarahkan fokus pada isu yang diteliti. Dalam 

penelitian hukum, terdapat berbagai jenis pendekatan yang dapat 

digunakan. Melalui pendekatan-pendekatan ini, peneliti diharapkan dapat 

memperoleh informasi dari berbagai sudut pandang terkait isu yang akan 

dianalisis.16 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: 

 

1. Pendekatan perundang-undangan (statue approach), yaitu dengan 

menelaah norma-norma hukum positif yang relevan, seperti Pasal 1365 

KUH Perdata, UUPA No. 5 Tahun 1960, dan Pasal 18B ayat (2) UUD 

1945 yang mengatur pengakuan terhadap hak ulayat dan masyarakat 

 

15 Ibid, hlm. 54. 
16 Ibid, hlm. 55. 
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adat. 

 

2. Pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan menganalisis tiga 

putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian, yaitu Putusan 

Pengadilan Negeri Sorong Nomor 42/Pdt.G/2018, Putusan Pengadilan 

Tinggi Jayapura Nomor 34/PDT/2019, dan Putusan Kasasi Mahkamah 

Agung Nomor 2142/K/Pdt/2024. Analisis ini bertujuan memahami 

bagaimana hakim menafsirkan unsur Perbuatan Melawan Hukum 

dalam konteks sengketa tanah adat. 

 

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 

 

Dalam penelitian ini, akan digunakan bahan hukum primer, 

sekunder dan tersier. Sumber hukum primer mencakup aturan-aturan yang 

mengikat secara hukum, seperti perundang-undangan, putusan pengadilan, 

dan dokumen resmi lainnya sedangkan sumber hukum sekunder mencakup 

literatur atau dokumen yang berisi pandangan, analisis, dan interpretasi 

yang mendukung pemahaman terhadap sumber hukum primer.17 

a. Bahan Hukum Primer 

 

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa 

bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan dan 

putusan pengadilan antara lain: 

 

17 David Tan, “Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam 
Menyelenggarakan Penelitian Hukum”, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol 8, 2021, hlm. 

2472. 
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1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365; 

 

2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; 

4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985; 

5) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001; 

6) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009; 

7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009; 

8) Putusan Nomor 42/Pdt.G/2018/PN Son; 

9) Putusan Nomor 34/PDT/2019/PT JAP; dan 

 

10) Putusan Kasasi Nomor 2142 K/Pdt/2024. 

 

b. Bahan Hukum Sekunder 

 

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

artikel hukum, jurnal hukum, dan pendapat ahli yang relevan dengan 

topik penelitian ini. 
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c. Bahan Hukum Tersier 

 

Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini meliputi 

kamus hukum, ensiklopedia, leksikon, dan berbagai referensi 

tambahan yang menunjang dan membantu dari proses bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. 

 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

 

Penulis menerapkan metode pengumpulan data pustaka yang 

bersumber dari berbagai referensi, termasuk buku, publikasi jurnal, putusan 

pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan hasil-hasil penelitian. 

Penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan hukum agraria, hak ulayat, serta perbuatan melawan hukum dalam 

hukum perdata, seperti Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan Pasal 

1365 KUH Perdata. Selain itu, putusan pengadilan, khususnya Putusan 

Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2142/K/Pdt/2024, menjadi objek utama 

dalam penelitian ini untuk menelaah bagaimana pengadilan menafsirkan 

dan menerapkan hukum dalam kasus sengketa tanah antara masyarakat 

adat dan masyarakat transmigrasi yang mencakup literatur hukum, jurnal 

akademik, serta penelitian sebelumnya yang membahas harmonisasi hukum 

adat dan hukum perdata dalam penyelesaian sengketa tanah. 18 

 

 

18 Muhaimin, Op Cit, hlm. 64. 
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Sumber kamus hukum dan ensiklopedia hukum, digunakan sebagai 

referensi tambahan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang 

mendukung analisis penelitian ini. Referensi ini membantu dalam 

memberikan perspektif akademik yang lebih luas serta analisis terhadap 

penyelesaian kasus serupa.19 

 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

 

Bahan hukum yang diperoleh oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah analisis kualitatif, yang mengacu pada hukum yang telah disahkan 

dan berkembang dalam masyarakat. Analisis ini mencakup substansi 

regulasi yang mengatur kegiatan yang dilakukan, dengan tujuan untuk 

memahami nilai-nilai, norma, dan praktik yang berlaku di masyarakat. 

Analisis kualitatif merupakan analisis data yang tidak menggunakan angka, 

melainkan memberi deskripsi dengan kata-kata atas temuan-temuan. 

Analisis yang bersifat kualitatif digunakan dalam penelitian yang bertujuan 

untuk menguji kualitas substansi norma hukum dimana pembenarannya 

didasarkan pada kualitas dari pendapat para ahli hukum, doktrin, teori, 

maupun dari rumusan norma hukum itu sendiri.20 

 
 

 

 

 

 

19 Ibid, hlm. 65. 
20 Muhaimin, Op Cit, hlm. 68. 
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6. Penarikan Kesimpulan 

 

Penarikan kesimpulan dari hasil penelitian ini menggunakan 

penalaran induktif. Proses ini dilakukan dengan melibatkan pertama-tama 

menarik kesimpulan umum dari data spesifik. 21 Penarikan kesimpulan 

secara induktif, yakni dengan mengambil kesimpulan dari hal-hal khusus 

(peristiwa yang konkrit) kepada hal-hal yang umum (peristiwa yang 

berlaku secara umum).22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

21 Imron Mustofa, “Jendela Logika dalam Berpikir: Deduksi dan Induksi sebagai Dasar 

Penalaran Ilmiah”, Jurnal Pemikiran dan Pendidikan Islam, Vol. 6, No.2, 2016, hlm. 137. 
22 Muhaimin, Op Cit, hlm. 108. 
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